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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa

pemberian upah lembur pekerja pada PT Karyatama Mitra Sejati tidak sesuai dengan

Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/MEN/VI/2004

Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka perlu dipertimbangkan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Pengusaha lebih memperhatikan hak-hak pekerja khususnya upah lembur, dengan

membuat perjanjian kerja tertulis agar para pekerja lebih mendapatkan

perlindungan hukum dan pengusaha harus membayar upah lembur tanpa

terkecuali.

2. Pengusaha membuat peraturan perusahaan yang jelas untuk memberikan

perlindungan hukum para pekerjanya.

3. Pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman wajib

menjalankan peraturan perundang-undangan.

4. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman wajib menegakkan peraturan

perundang-undangan dengan memberikan sanksi kepada pengusaha yang

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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